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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa  : 

1. Kerapatan Adat Nagari IV Angkat Padusunan diyakini berperan 

penting dalam penyelesaian Peranan Dalam Penentuan Hak Milik 

Tanah Masyarakat  Desa Di Kenagarian  IV Angkat Padusunan 

Pariaman. Berdasarkan  tugas dan peranan Kerapatan Adat Nagari  IV 

Angkat Padusunan  adalah : 

a. Mengurus dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan adat 

sako  dan pusako. 

b. Berurusan dengan hal-hal normal. 

c. Mencari perdamaian dan memberikan kekuatan hukum kepada 

orang-orang yang berselisih satu sama lain, serta memberikan 

kekuatan hukum kepada sesuatu atau orang lain, adalah hal 

yang menurut tradisi harus dilakukan. 

d. Menunjang dan mengkoordinir masyarakat hukum adat, mulai 

kaum dan naik turun sesuai adat yang berlaku pada masing-

masing nagari. Hal ini mengarah pada Kerapatann Adat Nagari 

dan menciptakan rasa kekeluargaan yang kuat dalam komunitas 

Nagari, yang membantu meningkatkan kesadaran sosial dan 

kemauan untuk      bekerja sama. 

 



2. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN)  Dalam Menyelesaikan Perkara 

Tanah Milik Masyarakat Desa/Pusako di Nagari IV Angkat Padusunan 

a. Sebelum sidang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari, 

maka pengurus terlebih dahulu meneliti berkas dokumen. 

b. Untuk melengkapi sebagai syarat persidangan maka 

pengurus meminta ranji keluaraga dan bukti kepemilikan 

tanah. 

c. Dalam menyelesaikan perkara permasahaan pengurs KAN 

pertama kali melakukan mediasi dengan menghadirkan 

saksi kedua belak pihak secara terpisah. 

d. Untuk menyelesaiakan perkara KAN menghadirkan  masing 

– masing persengketa yaitu Sdri Desi dan Sdr Shalamudin. 

e. Dalam penetuaan hak milik penyelesaian sengketa sesuai 

dengan ketentuan sepanjang adat berlaku dan peraturan 

daerah yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyelesaian 

sengketa 'bajanjang naiak, batanggo turun’ dalam adat 

Minangkabau 

f. Proses Penyelesaian sengketa  dapat dilakukan 2 (dua) 

Proses yaitu Litagasi dan non litagasi. 

3. Kendala Dan Upaya KAN dalam Menyelesaiakan Perkara Milik 

Masyarakat desa/Pusako  Nagari IV Angkat Padusunan. 

 Pada proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui 

Kerapatan Adat IV Angkat Padusunan kecamatan Pariaman Timur 

Kota Pariaman yang cukup signifikan adalah  



a. Pihak yang bersengketa tidak menerima keputusan yang 

dihasilkan pada pengadilan adat.  

b. Pihak tergugat yaitu Shalamudin  menerima keputusan Kerapatan 

Adat Nagari, sementara pihak penggugat Sdri Desi tidak 

menerima. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kemauan dari 

pihak penggugat untuk mencapai perdamaian yaitu pihak Desi. 

Pihak Sdri Desi masih bersikukuh bahwasanya tanah yang 

dipakai tidak mau menganti kerugian yang dialami oleh Sdr 

Shalamudin. 

c. Kurangnya dokumen Ranji atau Silsilah 

d. Keberpihakan pengurus Kerapatan Adat Nagari dalam 

penyelesaian  masalah tanah hak milik masyarakat  Desa 

e. Kurangnya anggaran  dana lembaga kerapatan Adat Nagari  

dalam proses penyelseaiaan tanah tersebut.  

B. SARAN 

Beberapa kesimpulan dapat ditarik setelah mencermati hasil penelitian  

dan permasalahan yang telah dibahas. Selanjutnya, penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan Kerapatan Adat Nagari IV Angkat Padusunan kecamatan 

Pariaman Timur Kota Pariaman, telah melaksanakan perannya dengan 

baik berperan penting dalam penyelesaian Peranan Dalam Penentuan Hak 

Milik Tanah Masyarakat Desa di Kenagarian  IV Angkat Padusunan 

Pariaman. 



2. Seyogyanya proses penyelesaian sengketa tanah  oleh Kerapatan Adat 

Nagari dapat melakukan sosialisasi aturan terkait penyelesaian sengketa 

tanah milik Masyarakat Desa  di Nagari  IV Angkat Padusunan dan 

membuat panduan tertulis yang  agar dapat mengurangi          perselisihan yang 

terjadi. 

3. Agar dapat mengurangi Kendala dan upaya .dampak yang berkaitan 

dengan pihak yang menolak keputusan yang dihasilkan oleh Kerapatan 

Adat Nagari,  sebaiknya tetapkan sanksi yang tegas kepada para pihak 

sebelum proses    pengambilan keputusan dicapai. Sehingga keputusan 

Kerapatan Adat Nagari bisa mengikat kedua belah pihak yang bersengketa 

meskipun tidak memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht), tetapi memiliki 

beban moril ketika keputusan tersebut tidak diterima oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan. 
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